
WALIKO'J�A MOtTOKERTO 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 22 TAHUN 2008 

TENT ANG 

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN 

KO'TA MOJOKERTO 

WALIK:QTA MOJOKERTO, 

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Daerah Kota Mojokerto 
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota 
Mojokerto, maka perlu menetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi 
Dinas Pertanian Kota Mojokerto dengan Peraturan Walikota · 
Mojokerto. 

Mengingat 

• 

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nemer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4286) 

. 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-r.:ndangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Reoublik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undanq-Undanq Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
, 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dE'.ngan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Neg,,ra Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

• 

• 

' ' 



2 

5. Undanq-Undanq Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuancan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintan Daerah ' 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 
' 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3242); 

• 

7. Peraturan Pemertntah 
Pengelolaan Keuangan 

Nomor 
Daerah 

58 Tchun 2005 
(Lembaran Negara 

tentang 
Republik 

• 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbaqian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

' 

Repubtik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ; 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4741); 

10. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Norn or 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentanq Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Peturjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto; 

13. Peraturan Daerah Kota 111.ojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Dlnas-Dinas Kota Mojokerto. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PEl�TURAN WALIKOlA MOJOKERTO TENTANG RINCIAN 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIA�J KOTA 
MOJOKERTO 

• 

• 

• 
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• 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Kata adalah Kota Mojokerto; 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto; 
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto; 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto; 
5. Dinas Pertaniar, adalah Dinas Pertanian Kota Mojokerto; 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Mojokerto; 
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disirrgkat UPTD 

adalah unit organisasi di lingkungan Din as Pertanian . Kota 
Mojokerto yang melaksanakan tugas teknik operasional ; 

8. Tugas Teknik Operasional adalah tugas untuk melaksanakan 
ke!;,iatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan 

· masyarakat. 

• 

• 

• 

• 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian Kota Mojokerto terdiri atas : 

a. Kepala ; 

b. Sekretariat ; 

c. Bidang Pertanian ; 

d. Bidang Peternakan dan Perikanan ; 
e. l<elompok Jabatan Fungsional ; 

f. IJnit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan 
(RPH). 

(2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
masing-masing dipimpin oieh seorang Sekretaris dan Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas. 

(3) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana 
tercantum dalam iampiran I Peraturan Waiikota in:. 

Pasal3 

(1) Sekretariat niernpunyai tugas menyeleng'garakan r.engeiolaan 
penyusunan perencanaan dan program, urusan keuanqan, 
kepegawaian dan umum dan mengkoordinasikan secara teknis 

• 

' 
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dan admlnlstratif pelaksanaan kegiatan dinas serta 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1 ), 
Sekretarlat mernpunyal fungsi : 

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Dinas 
Pertanian; 

b, Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan 
pelaporan pertanggung jawaban keuanqan: 

c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana; 

d. Penqelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan 
perlenqkapan: 

e. Pengelolaan urusan rumah tanqqa,' surat rnenyurat dan 
kearsipan; 

f. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan 
masyarakat dan inventarisasi; 

g. Pelaksanaan koordinasi terhadap 
dllaksanakan di lingkungan dinas; 

h. Penqelolaan administrasi retrlbusi daerah kota yang 
diselenggarakan oleh dinas. 

Pasa14 

(1) Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : 

a. Sub Baqian Penyusunan Program; 

b. Sub Bagian Keuangan; 

c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. 

(2) Sub Bagian-Sub Bagian dimaksud pada ayat (1) masing-masing 
dipimpin oleh Seoranq Kepala Sub Bagian yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris . 

• 

Pasal5 

Sub Bagian Penyusunan Proqrarn mempunyai tugas : 

Menqhimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka 
penyusunan program kerja dan rencana kerja; 

Menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangar: 
dibidang Pertanian; 

c. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata Jaksana 
dinas; 

d. Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan dinas; 

• 

• 

' 

• 
• 

• 

kegiatan yang 

b. 

a. 
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e. Menyiapkan bahan pendataan dan melakukan usulan penetapan 
retribusi daerah; 

f. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan 
program kerja; • • 

• 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesual 
dengan bidang tugasnya. 

• 

Pasal6 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

a. Menghimpun dan menyusun Rencana Ker]a dan Anggaran 
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 

• 

b. Melakukan penqelolaan keuangan anggaran dinas; 

c. Mengurus pernbayaran gaji, keuangan, perjalanan dinas dan 
keuangan lainnya terrnasuk pengelolaan keuangan dari hasil 
retribusi; 

• • 

Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggung jawaban 
keuangan; 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesua) dengan bidang tugasnya. 

Pasal7 

Sub Ba0'an Kepeqawaian dan Umum mempunyai tugas : 

a. Menyusun dan memelihara data administrasi kepeqawaian serta 
data kegiatan y,1ng berhubungan dengan kepegawaian; . 

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan 
dan pengembanqan pegawai, mutasi pegawai serta penqelolaan 
administrasi kepeqawalan: 

c. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kegiatan 
pemberian lnformasl dan hubungan masyarakat; 

d. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan 
barang milik dinas serta mengurus pernelinaraan kebersihan dan 
keamanan kantor; 

e. Mengaoakan, menerima dan mencatat penerirnaan dan 
penqeluaran benda berharga beserta tanda buktinya serta 
melakukan penqesahannya pada Dinas Pendapatan, 
Penpelolaan Keuanqan dan Aset; 

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretans 
sesuai dengan bidang tugasr,ya. • 

• 

d. 

b. 

f. 



• 
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Pasal8 

(1) Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan 
teknis, perjjinan, pengawasan dan pengendalian intensifikasi 
dlstrlbusi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan 
kehutanan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 
oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidanq tugasnya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 ), Bidanq Pertanian mempunyai funqsl : 

a. Penqumpulan, pengolahan bahan perumusan pembinaan 
dan bimbingan teknis, perijinan, pengolahan sarana dan 
prasarana dan usaha tanaman pangan; 

b. Pengelolaan, penga·wasan dan perumusan, pemantauan 
distribusi perawatan, benih dan bibit tanaman pangan; 

c. Penqelolaan pengawasan dan pemantauan distribusi pupuk, 
• 

pestisida; , 

d. Pemblnaan Kelembagaan Petani dan Penyuluh Pertanian; 

e. Pelaksanaan pengawasan, pengadaan, penyaluran bibit dan 
tanaman perkebunan dan kehutanan, pembinaan penanqkar 
bibit, pemeliharaan pohon induk; 

f. Pelaksanaan rehabilitasi lahan dan pemeliharaan hasil 
rehabilitasi lahan; 

g. Pelnksanaan bimbingan dan pemantauan kultur teknis 
budidaya tanarnan perkebunan dan kehutanan semusim dan 
kayu-kayuan; 

h. Penyelenggaraan pembibitan serta sertifikasi bibit dan benih 
tanaman perkebunan dan kehLitanan; 

i. Pelaksar.aan pemberian perijinan dibidang pertanian dan 
pernanfaatan tumbuhan dan satwa liar; 

. 

j. Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, 
pelestarian dan pengawasan hutan kota. 

Pasal9 

• 

• 
• 

- 

(1) Bid :ing Pertanian terdiri atas 2 (dua) Seksi yaitu : 

a. Seksi Tanaman Pangan. 

b. Seksi Konservasi Lahan dan Tanaman. 

(2) Seksi-seksi sebaqairnana dirnaksud pada ayat (1) masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanian. 

• 

• 
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Pasal 10 

Seksi Tanaman Pangan mernpunyai tugas : 

�Aengumpulkar1, menyusun dan merumuskan bahan pembinaan, 
pelaksanaan bimbingan teknis tanaman pangan dan hortikultura; 

Melaksanakan bimbinqan teknis pernantauan intensifikasi lahan 
' dan distribusi penggunaan dan peredaran pupuk dan pestisida; 

c. Melaksar,akan identifikasi dan rehabilitasi lahan dan tanaman 
panqan dan holtikultura; 

d. Menyelenggarakan pembibitan serta sertifikasi bibit dan benih 
tanaman panqan dan hortikultura; 

e. Melaksanakan Bimbingan Teknis, pengembanqan dan penerapan 
teknologi dibidang pertanian; 

f. Melaksanakan per.iantauan harga pasar terhadap harga pupuk, 
pestisida, bibit, hasil tanaman pangan dan hortikultura; 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Pertanlan sesual dengan bidang tugasnya. 

Pasal 11 

Seksi Konservasi Lahan dan Tanaman mernpunyai tugas : 

a. Me,aksanakan pengawasan, penqadaan, penyaluran bibit, 
pembinaan penanqkaran bibit, pemeliharaan pohon induk dan 
bimbingan teknis budidaya tanaman tahunan, sernuslrn dan 
tanaman kehutanan; 

b. Melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan pembibitan 
tanaman perkebunan, penggunaan sarana produksi, pengolahan 
kesuburan tar-ah dan peningkatan produktltttas tanaman 

. perkebunan; 

c. Melaksanakan pengamatan dan menentukan metode 
pengendalian organisme penggangu tanaman serta identifikasi 
kerugian akibat serangan organisme penggangu tanaman; 

d. Menyelenggarakan pembibitan serta sertifikasi bibit dan benih 
tanaman perkebunan dan kehutanan; 

e. Melaksanakan intensifikasi dan rehabilitasi tanaman penghijauan 
dan pemanfaatan lahan kritis serta pemeliharaan hasil rehabilitasi 
lahan; 

f. Melaksanakan bimbingan, superfisi, konsultasi, fasilitasi, 
pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman perkebunan serta 
pemberian ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sesuai 
dengan peraturan yang berlaku; 

• 

• 

• 

• 

b. 

a. 



• 
• 

8 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya. 

• 

Pasal 12 

(1) Bidang Peternakan dan Perikanan mempunyai tuqas 
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dibidang 
peternakan dan perikanan serta melaksanakan tuqas lain yang 
diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Bidang 
Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi : 

a. Per1gumpulan, pengelolaan dan perumusan bahan, 
pelaksanaan bimbingan teknis dan perijinan, pembibitan 

• 

' penqqunaan ternak dan ikan, peredaran, pengawasan, 
pakan dan kaji terap; 

b. Pelaksanaan pengamatan penyidikan dan epidemiologi 
oenyaklt hewan serta membuat peta penyakit hewan dan 

• 

penqawasan kegiatan 
pengendalian hama, 

• 
' 

penyelenggaraan 
rehabilitasi akibat 

• ikan; 

c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan 
penceqahan, perlindungan dan 
penyakit dan ikan; 

d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan 
peningkatan produksi serta upaya 
kegagalan usaha; 

e. Pelaksanaan bimbingan 
pengendalian, penyebaran 

teknis, pengawasan dan 
penyakit hewan dan ikan serta 

pengaruhnya terhadap masyarakat; 

f. Pelaksanaan bimbingan dan fasilitasi permodalan serta 
koordinasi kemitraan usaha dibidang peternakan dan 
perikanan. 

Pasal 13 

(1) Bidang Peternakan dan Perikanan terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu: 
a. Seksi Peternakan ; 

b. Seksi Perikanan. 

(2) Seksi-seksi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) masing-masing 
dipimpin oleh seoranq Kepala Seksi dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan, 



• 
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Pasal 14 

Seksi Peternakan rn empunyai tugas: 

a. Mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan pembinaan 
serta melaksanakan bimbingan teknis dan perijinan, pengawasan 
dan evaluasi peternakan; 

b. Melaksanakan bimbinqan teknis dan pelayanan kesehatan hewan; 

c. Melaksanakan identifikasi, pemetaan, penqawasan dan 
pengendalian serta pemberantasan penyakit hewan dan 
penyebarannya; 

d. Melaksanakan bimbingan teknis peninqkatan produksi 
peterne kan; 

e. Melaksanakan bimbingan usaha peternakan dan fasilitasi 
permodalan serta koordinasi kemitraan usaha peternakan; 

f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesehatan 
masyarakat Veteriner; 

g. Melaksanakan penqawasan dan pengendalian peredaran bahan 
asal hewan, ternak sernbellh dari atau ke wilayah Kota Mojokerto; 

• 

h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu 'oahan asal 
• 

hewan, peredaran dan pemakaian obat hewan serta 
pengendalian pemotonqan ternak; 

• 

i. Melaksanakan pemcntauan harga pasar terhadap hasil produk 
asal hewan; 

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Peternakan dan Perikanan sesuai bidang tugasnya. 

Pasal 15 

Seksi Perikanan mempunyai tugas : 

a. Mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan pembinaan 
serta melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi 
perikanan darat; 

b. Melaksanakan bimbinpan teknis, peningkatan produksi perikanan; 

c. Melaksanakan identifikasi, pernetaan, pengawasan, penqendallan 
dan pemberantasan penyakit ikan; 

d. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan kelompok usaha tani 
perikanan dan fasilltasi permodalan serta koordinasi kemitraan • 

usaha perikanan; 

e. Melaksanakan pemantauan harga pasar terhadap hasil usaha 
perikanan; 

> 

• 

• 

• 

• •• 

" . . • 
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f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Peternekan dan Perikanan sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

Pasal 16 

(1) Kelompok Jabatan fungsional mernpunyai tugas melaksanakan 
sebaqian tugas dinas sesuai denpan keahlian dan kebutuhan 
kegiatan teknis dibidang keahlian masing-masing. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat 
(1) pasal ini dipimpim oleh seorang Tenaga Fungsional Senior 
selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan 
bertanqqungjawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub 
kelompok sesual dengan kebutuhan dan masing-masing 
dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior. 

(4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis 
dan beban kerja yang ada. 

(5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional diiakukan sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

BAB Ill 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 

(UPTD) RUMAH POTONG HEWAN 

Pasal 17 
• 

(1) UPTD RPH dipimpim oleh seorang Kepala UPTD yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 

(2) UPTD RPH mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang 
berhubungan denqan pelayanan jasa RPH ; 

(3) Untuk menyelengparakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), UPTD l�PH mempunyai fungsi: 

a. Penqelclaan dan pemantauan pemungutan retribusi dao 
sumber pendapatan yang berasal dari penerirnaan Ialnnya 
yang ada di lingkungan RPH sesuai ketentuan yang berlaku; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 
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b. Penqelolaan pelayanan pemotongan hewan, penyimpanan 
dan pemeriksaan kesehatan daging serta pelayanan 
timbanqan daging; 

c. Pelaksanaan pemeriksaan ulang atas daging dari luar 
daerah clan daging yang belum terjual pada hari 
pemeriksaan, 

Pasal 18 

(1) Susunan orqanlsasl Rumah Potong Hewan terdiri atas: 

a. Kepala ; 

b. Sub Bagian Tata usaha ; 

c. Petugas Operasional ; 

d. Kelompok Jabatan Fungsional ; 

(2) Sub bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpim oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Rumah Potong 
Hewan. 

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD RPH adalah sebagaimana 
tecanturn dalarn lampiran II Peraturan Walikota ini . 

• 
• 

Pasal 19 

(1) Sub Bagian tata usaha mempunyai tugas menyelenggarakan 
pengelolaan adrninistrasi dan ketatausahaan serta 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD RPH 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Sub 
Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 

a. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan perler.gkapan; 

b. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan 
kearsipan; 

c. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan 
rnasyarakat dan investasi. 

• 

• 

• 

• 
• 

' 

• 

• 
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BAB IV 

HUBUNGAN KERJA 

Pasal20 

(1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Din as Pertanian 
Kota Mojokerto wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi balk dalarn lingkungan dinas maupun antar unit kerja 
sesuai dengan bidang tugasnya maslnq-rnaslnq. 

(2) Setiap pirnpinan ur.it kerja dalam lingkungan Dinas Pertanian 
Kota Mojokerto bertanggung · jawab memimpin clan 
mengkoordinasikan bawahannya serta rnemberlkan bimbingan 
dsn petunjuk pelaksanaannya. 

BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal21 

Hal-hal yang belum diatur da!am Peraturan ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota 

• • 

Pasal22 ' 

Peraturan Walikota ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal 1 Sept ember 2008 

Diundangkan di Mojokerto 

• 

• 

M 

September 2008 

Ir. SUYITN 
Pembina Uta 

NIP. 080 070 

Pada tanggal 
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LAMl'lllAN I PEllATURAN WALIKOTA MOJOKEl{TO 

P,AGAN SUSUN1\N ORGANISASI 

DINAS PERTANIAN 
KOTA MOJOKERTO 

NOMOR • 
• 22 TAHUN 2008 

1 S EFT E1'1lli F.R 2008 TANGGAL: 

KEPALA 

' 

SEKRETARIAT 
• 

. 
KELOMPOKJABATAN 

FUNGSIONAL 

SUB BAGIAN SUBBAGIAN 51.IB BAGIAN 
PENYUSUNAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN PROGRAM DANUMUM 

BIDANG PERT ANJAN BIDANG PETERNAKAN 
DAN PERIKANAN 

L_ . 

SEKSJ PETERNAKAN 
SEKSJ TANAMAN DAN KESEHATAN 

PANGAN HEW AN 

SEKSI KONSERV AS! SEKSI PERIKANAN LAHAN DAN 
TAN AMAN -- 

• 

• 

UPTD 

RUMAH POTC)NG 
HEW AN • 

• 
• 
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• 

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
UPTD RUi\1AH POTONG HEW AN 

PADA DINAS PERTANIAN 

KOTA MOJOKERTO 

• • 22 TAHUN 

1 s EPT E11ra :SR 
2008 
2008 • 

• 
TANGGAL: 

l,EPALA 

KELOMPOKJABATAN 
SUB BAG!AN FUNGS!ONAL 
TATA USAHA . �- -- . 

. 

• 

• 

• 

• 

PETUC;As OPERASIONAL 

• 

• 

• 

• 
' 


